
 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI 

NOMOR 5 TAHUN 2007 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI BALI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BALI, 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukn Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dean Perwakilan Rakyat 

Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional, maka beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

 

SALINAN

Manik
Rectangle



Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali perlu dilakukan 

perubahan. 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nokor 9 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali; 

Mengingat : 1. Undang  Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

   2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3363); 

   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

   4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4310); 

   5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

   6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

   7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

   8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

   9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

   10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 

Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata 

Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3432); 

   11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Thun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Derwan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2007 

tetnang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dna Anggota Dewan Perwakilan Rakya Daerah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

   12. Peraturan pemerintah nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4569); 

   13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

   14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

   15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilaqn Rakyat Daerah Serta 

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional; 

   16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan terakhir dengna Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga 



Atas Peraturan Derah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 6); 

 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI 

DAN 

GUBERNUR BALI 

 

Memutuskan : 

 

Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Bai Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler 

Dan Keuangan Pimpinan Dan  

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. 

Pasal I 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2004 tetnang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Bali ; 

a. Nomor 1 tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) 

b. Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 2,  

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 

c. Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); diubah sebagai berikut : 



 1. Ketentuan Pasal I angka 17a dan angka 17b diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

  17a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong 

peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

  17b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan 

bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan 

operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 

sehari-hari. 

 2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 10A 

  Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pimpinan 

dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan 

Komunikasi Intensif. 

 3. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14A 

  (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan  

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

  (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu : 

   a. Tinggi; 

   b. Sedang; 

   c. Rendah. 

  (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali 

uang representasi Ketua DPRD. 



  (4) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan derah sedang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) 

kaliuang representasi Ketua DPRD. 

  (5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerha rendah sebagimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1(satu) kali 

urang representasi Ketua DPRD. 

  (6) Penglompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

ayat (2) diatur sebagai berikut: 

   a. di atas Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus milyar 

rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi; 

   b. antara Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) sampai 

dengan Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliyun lima ratus milyar 

rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah 

sedang; 

   c. di bawah Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) 

dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. 

 

 4. Ketentuan Pasal 14B diubah, sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai beriktu : 

 

Pasal 14B 

  (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14A dihitung dengan menggunakan formula 

kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah 

dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). 

  (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi 

umum. 

  (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil 



Daerah (PNS) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 

tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan 

(PPh Pasal 2). 

 

 

 5. Ketentuan Pasal 14C diubah, sehingga Pasal 14C berbunyi sebagai berikut : 

  

Pasal 14C 

  (1) Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 

Anggaran berjalan/berkenan digunakan sebagai dasar perhitungan 

kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14A. 

  (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

 

 6. Ketentuan Pasal 14D diubah, sehingga Pasal 14D berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14D 

  (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 

  (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan daerah/APBD. 

 

 7. Ketentuan Pasal 16 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 16 

  (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas 



penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada 

APBD. 

  (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas 

penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan 

kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 

26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, dan Pasal 26E sehingga berbunyi 

sebagai beriku : 

 

Pasal 26A 

  Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 

kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2). 

 

Pasal 26B 

  (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Psal 

26A disediakan paling banyak 6 (enam) kali urang representasi Ketua 

DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh 

Wakil Ketua DPRD. 

  (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan dareah sedang, Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26A disediakan paling banyak  (empat) kali uang representasi Ketua 

DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi 

seluruh Wakil Ketua DPRD. 

  (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26A disediakan paling banyak 2 (dua) kali urang representasi Ketua 



DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah representasi seluruh 

Wakil Ketua DPRD. 

 

 

Pasal 26C 

  Belanja Penunujang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007. 

 

Pasal 26D 

  Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan 

DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan 

tidak untuk keperluan pribadi. 

 

 Pasal 26E 

  Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 9. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) 

dan ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, shingga Pasal 27 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 27 

  (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD 

yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 

dan tunjangan kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD 

yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangka Daerah Sekretariat DPRD. 



  (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan 

dalam pos DPRD. 

  (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 23, serta 

Belanja Penunjang Kegiatan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan 

ke dalam jenis belanja sebagai berikut : 

   a. Belanja Pegawai; 

   b. Belanja Barang dan Jasa; 

   c. Belanja Modal. 

   (3a)  Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26A dianggarkan dalam pos Sekretariat 

DPRD. 

   (4)  Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-udnangan di bidang keuangan 

negara. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. 

 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 5 Juni 2007 

Gubernur Bali, 

 

ttd 

Dewa Beratha 



Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 5 Juni 2007 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, 

 

ttd 

 

I Nyoman yasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

NOMOR 5 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKA PROTOKOLER DAN 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI BALI 

 

 

I. Umum 

 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 006 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006. Perubahan 

tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

 Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan 

Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjuangan 

Komunkasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang 

digunakan unti kegitan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, kepada Pimpinan 

DPRD diberikan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan yang besarnya 

disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. 



 Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan 

Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangka 

kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni 

daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu 

penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan 

prinsip kesetaraan. 

 Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan 

dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional yang diterima oleh 

Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam 

rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD. 

 

II. Pasal Demi Pasal 

  

 Pasal I 

  Angka 1 

   Cukup jelas 

  Angka 2 

   Cukup jelas 

  Angka 3 

   Cukup jelas 

  Angka 4 

   Cukup jelas 

  Angka 5 

   Cukup jelas 

  Angka 6 

   Cukup jelas 

  Angka 7 

   Cukup jelas 



  Angka 8 

   Yang dimaksud dengan yang “disediakan” adalah penyediaan 

anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat 

digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Pimpinan  

DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 

  Angka 9 

   Cukup jelas 

 

 Pasal II 

  Cukup jelas 
 




